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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian peneliti  

setelah melihat dan menganalisis sumber bahan hukum yang ada, baik dari regulasi, 

sampai dengan implementasi regulasi yang ada terkait dengan judul penenelitian 

rekontruksi hukum E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

1. Pengaturan E-Voting berkesesuian dengan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

2. Rekonstruksi hukum E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, 

meliputi: perencanan program dan anggaran, penyusunan peraturan 

penyelenggaraan pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan 

suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar: 

1. KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan E-Voting dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. 

2. Penerapan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak harus 

mempertimbangkan kondisi daerah. 
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